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TENTAIITG

BESARAI{ UAilG PERSEDIAAIiT, GAIITTI UAITG PERSEDIAAIT DAN TAIUIBAIIAH
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Menimbang : a.

DE1TGA1T RATIMAT TUHAIII YAI{G IIilAHA ESA

GUBERITUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 2ol dan 2a2 peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ketentuan
batas jumlah sPP-uP dan sPP-GU ditetapkan dalam peraturan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan
Tambahan Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL2;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara fi.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44351;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tarnbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan dan
?anggungfawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a389);

Mengingat : 1.
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2.

3.
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 725, Tarhahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali teraHrir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20OB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 484a1

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

$.embaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OO4 Nomor 726,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4381;

Peraturan Pemerintatr Nomor 2l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tlrntutan Ganti Rugi Keurmgan
dan Barang Daerah (l,e.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
L997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3669);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peratrrran Merrteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Perafirran Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Penelolaan Keuangan;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Keda Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daeratr Provinsi Sumatera Utara (Lernbaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOB Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tffitang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-Dinas Daeratr Provinsi Surnatera Utara fl.embaran
Darrah Piovinsi Sumatera Utara Ta.Lun 2OOB Nomor 8, Tarnbahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan dan Lembaga Telaris Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA8

Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinei Sumatera Utara
Nomor 9);
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Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Daeruh Pror"insi Sumatera" Utara Tahun 2OOg Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

Peraturan. Daerah Nomot 1 Tatrun 2O1O terrtang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2AL2 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Nornor );

17. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan da:a Belanja Daerah Provinsi
Sumatera. Utara Tahun Anggaran 2A12 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 201 Nomor ).

MEMUTUSI(AI{ :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN,

GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH PROVJNSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
I{EIEI{TUAIT T'IUT'!E

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimakud deagaa ;

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusall
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD roenurut asas

otonoali dan tugas pembantuan dengan prinfip otonomi seluas

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya
disebut Gubsu.

5. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan

susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh

Gubernur Sumatera Utara.
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6.

7.

sekretaris Daerah Provinsi sumatera utara yang selanjutnya disebut
Sekdaprovsu.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut ppKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selarrjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yaflg
dibatras dan disetujui bersama oletr trremerintatr daerah dan DPRD ,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangl<at Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah dilingkungan pemerintatr Provinsi Sumatera Utara
selaku pengguna anggar an / pengguna barang.

1O. Uang Persediaan selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja
yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung.

11. Ganti Uang Persediaan selanjutnya disebut GU adalah uang yang
diberikan sebagai penggarrti atas penggunaan uang persedia.an.

12. Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disebut TU adalah
ta:nbahan uang yareg diberikan karena uang persediaan tidak
mencukupi untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mendesak
atau kegiatan khusus yang tidak dapat ditunda.

13. Pembayaran Langsung sela4iutnya disebut LS adalah pembayaran
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak, surat pesanan
atau surat perintah kerja lainnya.

14. Kegiatan adalatr bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih SKPD yangmerupakan selarmpulan tindakan pengeratran

sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan
terj adinya pengeluaran daerah.

15. Pagu adalah batas maksimal pengeluaran atau anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

BESARAN UP

Pasal 2

(1) Besaran UP pada SKPD ditetapkan berdasarkan jumlah pagu

€mggaran pada SKPD tersebut setelah dikurangi dengan kebutuhan
pengeluaran pembayaran LS Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa,
Belanja gaji dan Belanja T\rnjangan Perbaikan Penghasilan.

(21 Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
sebagai berikut :



Jumlah pagu anggararl sKpD setelah dikurangi kebutuhan
pengeluaran pembayaran Langsung Belanja Modal, Belanja
BaranglJasa, Beianja g4i dan Fleranja Tunjangan perbarkarr
Penghasilan diberikan sebesar L/LZ jrkatagihan pada bulan I;
Jumlah pagu angBaran SKPD setelah dikurangi kebutuhan
pengeluaran pembayaran Langsung Belanja Modal, Belanja
Barang/Jasa, Belar{a g4ii dan Belaqia T\rr{angan perbaikan
Penghasilan diberikan sebesar 2/lzjika tagihan pada bulan II;
Jumlah pagu anggaran sKpD seterah dikurangi kebutuhan
pengeluaran pembqyaran Langsung Belanja Modal, Belaqia
Barang/Jasa, Belanja gqii dan Belanja Trrnjangan perbaikan
Penghasilan dibenkan sebesar s/12 jika tagihan pada bulan
il;

BAB III
BESARAN GU

Pasal 3

Besaran GU ditetapkan berdasarkan penggunaan up yang telah
dipertanggungjawabkan berdasarkan register pengesahan
pertanggungjawaban.

Pengesahan Pertanggungfawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} adalah minimal sebesar TSo/o dari up yang diterima dan
maksimal sebesar UP yang telah diterima.

B4B IV
BESARAN TU

Pasal 4

Besaran ?u dapat diberikan maksimar sama dengan besaran up
yang diterima oleh SKPD yang bersangkutan.

Jika kebutuhan Tu melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud ayat {1} harus mend.apat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PPKD,

TU harus dipertanggungiawabkan paling rama 1 (satu) bulan sejak
tanggal SP2D diterbitkan.

Jika TU tidak habis digunakan dalam 1 {satu} bulan maka sisa
dana TU yang ada pada Bendahara pengeluaran/Bendahara
Fengeluararr Pembantu lzarns disetor kas daerah.

(5) Jika ketentuan pada ayat {41 tidak dipenuhi maka kepada sKpD
yang bersangkutat tidak dapat diberikan TU lagi"

a.

b.

c.
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BAB V

KETENTUAN PENI-TruP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur datam Peraturan Gubernur ini tetap

mengaeu pada ketentuan perahrran per undan gan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, nemerintahkan trrengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr

Proviasi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medaa

pada tanggal 72 Jarruart 2OL2

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Dinndangkan di Medan

Pada tanggal 16 )onurf Sota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA LTTARA TAHUN 2AI2 NOMOR 2,


